
BUPATIBLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 0^^ I IVk /2022

TENTANG

PENETAPAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2028

BUPATI BLORA,

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi proses bisnis Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
terintegrasi serta untuk menghasilkan layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tepat di
Kabupaten Blora, perlu disusun Peta Rencana Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat  (2)
Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik  di   Lingkungan  Kabupaten  Blora
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora, Peta
Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Blora Tahun 2023-2028;



Mengingat      :    1.    Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3.Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik (Lembaran Negara
Republuk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.Undang-undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022  Nomor  238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6.Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang
Administrasi   Pemerintahan   (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi  Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor  215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6400);

10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

12.Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  tentang  paduan
Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Daerah;

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi  Nomor  59 Tahun 2020
Tentang   Pemantauan   dan   Evaluasi   Sistem
Pemerintahan Berbasis  Elektronik (Berita Negara
Reoublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14.Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Blora (Berita
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor  13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor  13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Blora (Berita
Daerah Kabupaten BloraTahun 2022 Nomor 38);



TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:
1.Inspektur Daerah Kabupaten Blora;

2.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora;
3.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora

selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

b.

c.

d.

Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun
2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud diktum
KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun
Terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan

kebutuhan.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA dilakukan berdasarkan :
a.  perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;

perubahan Arsitektur SPBE, dan
hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal ^0~ la ^

BUPATI BLORA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan e-Government merupakan keniscayaan dalam birokrasi

pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan
perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak
dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan
Teknologi Informasi (TI) saat ini pada Pemerintah Kabupaten Blora belum
berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah
maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur
TI dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan
pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
di Pemerintah Kabupaten Blora masih mengalami permasalahan pada
pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan
prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan
investasi TI yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis
Pemerintah Kabupaten Blora, serta belum adanya kesadaran mengenai

pentingnya perencanaan investasi TI yang dilakukan selaras dan
terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kabupaten
Blora.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan
dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan
TIK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus

merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TIK-nya. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan instrumen penilaian untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti
ditunjukkan pada Gambar 1.

PETA RENCANA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2028

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : Q^^/ ^^z. /2022
TANGGAL  5C? - I^ -



1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada penyusunan Peta
Rencana SPBE Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
1.Identifikasi Kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Saat Ini,
2.Penyusunan Kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

diharapkan,

3.Analisis Kesenjangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
4.Inisiatif Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan

5.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambar 1. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk
dapat dipenuhinya semua Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dalam Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat
Aspek Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
mencakup Arsitektur serta Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan
menjadi salah satu dasar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2021
untuk Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan indeks akhir 2,80. Indeks
ini menunjukkan hasil dengan predikat "Baik". Untuk Aspek Perencanaan
Strategis, indeks yang diperoleh adalah 2,00. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun
Peta Rencana SPBE yang bersifat komprehensif.

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Peta Rencana
SPBE Pemerintah Kabupaten Blora yang menguraikan tahapan rencana
strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Blora untuk jangka waktu 5
(lima) tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Peta
Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora.
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Presentasi dan penyampaian Laporan
Akhir

Penyempurnaan Laporan Akhir

Penyusunan Rancangan Laporan Akhir

Penyusunan dokumen Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Focus Group Discussion

Analisis hasil kajian dokumen, survey,
dan observasi

Kajian dokumen, survey dan observasi

Penyusunan Laporan Pendahuluan

Pembentukan tim, perangkat, sosialisasi
awal

Administrasi Dokumen
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Metodologi penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Kabupaten Blora mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Metodologi yang akan
digunakan dalam Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
1.Identifikasi    kondisi   pelaksanaan   Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik saat  ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
2.Penentuan kondisi  Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik yang

diharapkan selama 5 (lima) tahun ke depan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora.

3.Analisis  kesenjangan terhadap kondisi  saat   ini dan kondisi yang
diinginkan.

4.Penyusunan  inisiatif   strategis,   prioritisasi   dan  peta  rencana

Pemerintah Kabupaten Blora.

Rencana kerja, komposisi tim serta jadwal penugasan tenaga ahli
dalam penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Blora seperti ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Blora

BABII

METODOLOGI
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